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Pada hari ini, Jumat tanggal Hrna bulan April Tahun Dua Rlbu Sembllan Belas 
bertempat di Jakarta, yan9 bertan·d.a tangan di bawah ini 

1. Agung Kuswandono

2. Suwandi Sandiwan
Brata

Deputi Bidang Koordina·si Sumb·er Daya Alam dan 
Jasa Kemeriter'ian Koord'inator Bfdang Kemaritiman, 
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
Ke,menterian Koordinator Bidahg Kema·ritimah, yang 
berkedudukan di Ja!an M.H. Thamrin Nomor 8 
Jakarta Pu sat. 10340, yang selanjutnya dalam 
Perjanjian Kei"ja Sama ini dlsebut PIHAK KESATU. 

Oirektur Utama, dalam ha[ inl bertlndak untuk dan 
atas nama PT. Elex Media Komputirido yang 
berkedudukan di Gedung Kompas Gramedia lantai 2, 
Jalan Palmerah No. 29-37, Jakarta Pusat, yang 
selanjutnya da!am Perjanjian Kerja Sama ini disebut 
PIHAK KEDUA. 

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU. dan PIHAK kEDUA secara bersarna-sama 
disebut PARA PIHAK dan secara:sendiri-sendiri untuk selanjutnya,. dis·ebut PJHAK. 
PARA PIHAK tertebih dahu!u menerangkan dan memerhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 



( 

a. Surat Permohonan Audiensi dari Direktur PT. Elex Media Komputfndo kepada 
Asisten Deputl Sumber Daya Hayati Nomor: PRO/11/2019/2 tanggal 1S Februari 
2019 Perihaf Kerja s.ama den·gan Elex Media d9nSbciopreneur !ndories·ia;,, .. 

b. Kesepahaman Bersama• antara Kemeflterian Koordiria·tor B°idang- Kemarlfiman
dan PT. Elex Media Komputindo Tentang Penyebarluasan Uterasi ·Ke,maMtJman
Nomor: 6/NKB/MaritlmNJll/2018 dan Nomor: RDN/KB/PEMK/ 001Nlll/2018.

Berdasarkan halMha/ tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan set4ju 
untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjahjian Kerja Sama tentang lnovasi 
Produk Kelautan dan Petikanqn dalam· perigembangan Usaha·-rvJenengah kecil !j1ikro 
(UMKM} Loka/ dan masyar�kat ·setehl_pi;it, dengan .syijr8t dah· kE!te·ntuan ·sebagai 
berikut: 

PASAL f 
MAKSUD DAN TUJUAN 

(1) Maksud PerJanjian Kerja Sama ini.ada·lah sebagal:p6<;1o'rri�.n PA8.A P.IHAk::daiam
penyelenggaraan kegiatan untuk. membarjQ�h:· R'e$ptin,Sib1e. 'tiCosystem

masyatakat fokal, sehingga ma'mpu.menumbuhkan_polensJ JOka(ke dSPannya. 

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adarah untuk meningkatkan kompetensi sumber
daya manusia dalam:
a, Program pengembangan pembe/ajaran berbasJskan "Social Entreprer:,e,urship"

pada srswa SD
1 

SMP, SMU dan Pergu_ruan Tiriggi, .dengan mengedepankan
kreatiVitas dan inovasi. · . -.... -

b, Pengembanga·n UMKM Jqkal b9rQasis Prociuk kei�,U£�'rU:f8n petikanan, 
c. Peningkatan da,ya saing produk k·efaL1tan da·n ·-perika'tf,3n ·di_ lJMKM rtielalui

solusi inovatif dari peserta bootcamp for' 'you:Og ·. entrepreneur bagi
permasalahan yang dihadap/.

PASAL2 
RUANG LINGKUP 

Ruang Hngkup Perjanjian-·K.erja Sama in1 me!iputi: .. ··:: .. ··< ·: -

.. .· 
a. Koordinasi deng,3n Kementerlan/Lembaga, PemerJiiia"h · Dae rah, .UMKM Daerah

yang mengembangkan industri kemqritiman berb.as!S produk .. kelaUtan dan 
perikanan; 

b. Pe/atihan, inovasi. aktivitas bertema pengembangan:·ptq_dUk' kerrii:lritirri8.'n.

(1) 

HAK o.::�1��JtBAN -•· ··· 

Hak PJHAK KESATU: . ·. .·· a. Meminta PIHAK KEDUA untuk meJaksariBkah .. ·Joqrdini:!Si .tentang
pefaksanaan kegiatan terkait kerja sama ini; 

·· · 



b. Mendapatkan hasi! evaluasi dari PIHAK KEDUA sebelum dan sesudah
program kerja sama ini dilakukan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah

dan UMKM Daerah;
b. Melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawaSan

pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan jajaran Kementeriart Teknis·
dan Dinas Teknis di daerah.

(3) Hak PJHAK KEDUA:
a. Mendapatkan akses ke Pemerintah Daerah dan UMKM Daerah;
b. Me!akukan koordinasi !angsung dengan Pemerintah Daerah dan UMKM

Daerah.
(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Me!akuka·n kegfatan yang_ s·udah 'disepakati dengan ,UMKM Daerah;
b. Melakukan monitdting dan evaluasi kepada PIHAK PERTAMA .setelah

keg\atan se!esai.

/ PASAL 4 

PEMBIAYAAN 

(1) Pembiayaan kegiatah bootcamp for young entrepreneur sepenuhnya menjadi
tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(2) Pemblayaan terkait koordiriasi dehgan Kementerian/Lerrib9Qa, Perherintah
Daerah dan UMKM Daerah dapat dibeibankan pada anggaran biaya PARA
PIHAK.

PASALS 

JANGKA WAKTU 

(1) Perjanjian Kerja Sama. ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tah:Un-tE!rhituh.9
sejak ditandatangani.

(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimaila dimaksud pada ayat (1)
dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK
dengan ketentuan pemberitahuan selambatRlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja
sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

PASAL 6 
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 

(1) Yang dim8.ksud dengan keadaan memaksa dalam perjanjian ini adalah keadaan
di luar kehendak dan kuasa PARA PIHAK yang menyebabkan PARA PIHAK

tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
namun tidak terba_tas pada periStiwaRperistiwa sebagai berikut:
a, Bencana alam (gempa b\,lmi; tanah Jongsor dan b.anjir:);



I 

b, Kebakaran; 
c, Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara 

keseluruhan ada hubungannya dengan penye!esaian pekerjaan. 
(2) Apabila terjadi keadaan mernaksa, PIHAK. ·KEDUA harus memberitahukan

kepada PIHAK KESATU secara tertulis se!ambat-lambatnya dalam waktu
14 {empat belas) hari kalender sejak- terjadinya keadaan memaksa dengan
dlsertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan o!eh Pehleri.ntah.

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa, maka :
a. PARA PIHAK atau salah satu pihak tidak dapat dituntut untuk melaksanakan

kewajibannya;
b. Perjanjian Kerja Sama inl dan jadwal- pelak5:anaan pekerjaan dapat ditlnjau

kembali;

PASAL 7 
KORESPONDENSI 

Seluruh pemberitahuan atau korespondensi yang berkaitan dengan Kerja Sama .ini 
ditujukan kepada: 

Pl HAK KESA TU 

PIHAK KEDUA 

As!sten Deputi $umber Daya-Hayc1ti 
Deputi Bidang KoordinaSi Sumber Daya Alam dan Jasa 
Kementerian Koordinator B1dang Kemaritiman 
JL Thamrin No._8 Jakarta Pusat 10340 
Telp< (021) 23951100 Fax< (021) 3141790 

PT E!ex Media 'Komputindo 
Gedung Kompas Gramedia lantai 2 
JL Palmerah Barat 29-37 
Jakarta Pusat. 10270 
Telp< (021) 5365011 O ext 3225 Fax< (021) 53696656 
Wp< Tiara Arrieta (06964344966) 

PASAL 8 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

{1) Apabila terjadi persengketaan antara kedua belah pihak, maka inf akan 
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat; 

(2) Jika secar:a musyawarah tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaiannya,
maka. akan dibentuk panitia arbitrase yang terdiri dari
a. Seorang.w_akll dari PIHAK KESATU;
b. Seorang wakll dari PIHAK ·KEDUA;
c. Seorang yang lndependen dan pen_gangkatannya dfSetujui oleh kedua be!ah

pihak<



(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pasal (8) ayat 1 dan 2 tidak tercapai
kesepakatan, maka penyelesaiannya dlteruskan melalul jalur hukum yang
berlaku dengan menetapkan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat

PASAL 9 
ADDENDUM 

(1} PARA PIHAK dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap 
hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan
ketentuan dalam Perjanjian Kerja• Sama ini, apabi!a PIHAK yang mengajukan 
itu dapat membuktika·n secara tegas, dengan bukti-bukti yang sa:h dan diterima 
PIHAK laln, bahwa perub(3.han �ersebut harus di!akukan untuk kelancaran 
pelaksanaan Perjanjian ini. 

(2) PARA PIHAK harus menegosiasikan ha!-hal ataiJ klausu\-klausul yang akan
diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan da!am berita acara dan digllnakan
sebagai dasar penyusunan Addendu·m Perja□jian Kerja Sama. Addendum

dibuat secara tertulis· dan berlaku yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini jika disetujui oleh PARA PIHAK sepanjang masih
dalam masa perjanjian.

(3) Dalam hal tidak ada persetujuan dari sa!ah satu PIHAK atas usulan perubahan
perjanji.an sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), maka pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ·ini.

(4) Setiap perubahan .ketentuan yang terdap.at dalam ·perjanjian Kerja Sama ini
baik berupa penambahan dan/atau pengurangan lingkup pekerfaan maupun
biaya harus disepaka.ti terlebih dahulu oleh PARA ·PIH'AK dan dinyatakan
dalam addendum Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kesatuan yang t[dak
terpisahkan dari .Perjanjian Ker]a Sama ini.

PASAL10 
KETENTUAN PENUTUP 

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangk9p 2 (dua) bermeterai cukup·, dengan 
bunyi yang sama dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang 5:ama untuk 
kepentingan PARA PIHAK dan segala sesuatunya dibuat dengan tujuan dan itikad 
baik. 

a,. untuk .dipatuhi dan 

Pl AK ATU 

AGUNG\KUSWANDONO 


